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Abstrak 

Desa Tokin Baru merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena 

dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki 

pekerjaan petani dan pekebun yang dalam 4 bulan terakhir omset hasil pertanian 

seperti cengkih, jagung, padi berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani 
masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, dimana subyek 

penelitian adalah aparat pemerintah desa Tokin Baru, dalam hal ini adalah kepala desa 

beserta dengan aparat desa dan masyarakat desa. Dengan menggunakan metode 

Purpusive Sampling, maka informan yang akan dipilih adalah orang-orang yang 

diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap masalah-

masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara organisasi 

kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai merupakan kebijakan dari pemerintah 

pusat yang pada tahapan penerapannya oleh pemerintah desa. Tujuan Bantuan 

Langsung Tunai dana desa ini untuk penanganan dampak covid19 khususnya dampak 

ekonomi, adapun mekanisme dan waktu yang ditetapkan, dalam ketepatan waktu pada 

penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, peneliti menyimpulkan bahwa 

penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah tepat waktu dan mengikuti 

mekanisme yang ada. 
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Pendahuluan 

Desa Tokin Baru Kecamatan 

Motoling Timur Kabupaten Minahasa 

Selatan merupakan salah satu desa di 

Indonesia yang masyarakatnya terkena 

dampak akibat pandemic covid 19, 

sebagian besar masyarakat di desa ini 

memiliki pekerjaan petani dan pekebun 

yang dalam 4 bulan terakhir omset hasil 

pertanian seperti cengkih, jagung, padi 

berkurang dan berakibat rendahnya 

harga beli hasil tani mereka. Di desa 

Tokin Baru menurut data yang peneliti 
da[patkan dilapangan jumlah penerima 

BLT sebanyak 115 KK dan telah 

menerima 2 kali tahapan pencairan. 

Adapun kriteria calon keluarga yang 

berhak menerima BLT desa adalah 

keluarga miskin atau tidak mampu yang 

berdomisili di desa bersangkutan. Selain 

itu, harus dipastikan bahwa calon 

penerima bansos ini tidak termasuk ke 

dalam penerima bantuan Program 

Keluarga Harapan (PKH), Kartu 

Sembako, dan Kartu Prakerja. 

Pendataan calon penerima BLT desa, 

akan mempertimbangkan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari 

Kementerian Sosial (Kemensos). 

Berbagai permasalahan yang 

timbul dari masyarakat antara lain, 

mengenai kriteria penerima BLT DD; 

proses pendataannya, apakah 

menggunakan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang 

sudah ada ataukah didata ulang; apakah 

pendataan mengacu kepada 14 kriteria 

kemiskinan yang ditetapkan Badan 

Pusat Statistik; belum adanya tempat 

pengaduan jika terdapat masalah terkait 

pendataan dan penyaluran BLT DD; 

bagaimana dengan beberapa Kepala 

Keluarga (KK) yang tinggal dalam satu 

rumah tetapi belum memiliki KK 

sendiri; apakah desa bisa melakukan 

pemotongan besaran BLT dengan 

maksud agar bisa dibagi rata kepada 

warga lain yang sudah terdata dan 

memenuhi kriteria namun anggaran 

BLT DD tidak cukup. 

Pencairan dana bantuan langsung 

tunai sudah diberikan pemerintah 

kepada masyarakat yang dilaksanakan 

oleh pemerintah desa Tokin Baru 

Kecamatan Motoling Timur sudah 

tahap ketiga dan menurut pengamatan 

peneliti, sudah dilaksanakan namun 

masih menyisahkan berbagai 

permasalahan seperti adanya penerima 
dana bantuan yang sebenarnya tidak 

layak menerima namun menerima, juga 

sebaliknya ada yang terlihat layak 

namun tidak menerima, data penerima 

yang tidak akurat. 

 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan publik 

(public  policy implementation) 

merupakan salah satu tahapan dari 

proses kebijakan publik. Suatu program 

kebijakan harus diimplementasikan agar 

mempunyai dampak atas tujuan yang 

diinginkan. Pentingnya implementasi 

kebijakan publik sebagaimana 

dijelaskan oleh Josy Adiwisastra (dalam 

Tachjan, 2006:12) sebagai berikut : 

“Implementasi kebijakan publik 

merupakan sesuatu yang penting. 

Kebijakan publik yang dibuat hanya 

akan menjadi “macan kertas” apabila 

tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, 

implementasi kebijakan publik perlu 

dilakukan dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor, agar kebijakan publik 

yang dimaksud benar-benar dapat 

berfungsi sebagai alat untuk 

merealisasikan suatu keputusan atau 

kesepakatan yang telah ditetapkan 

sebelumnya”. 

Jones, (Wahab 2015: 166), 

mengemukakan tiga prinsip bagaimana 
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menerapkan suatu program kebijakan 

dalam operasionalnya dilapangan dapat 

diterapkan secara signifikan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Organization: The establisment or 

rearrangement of resources, units, 

and methods for putting a program 

into effect. 

2. Interpretation: The translation of 

program language (often contained 

in a statute) into acceptable and 

feasible plans and directives. 

3. Application: The routine provision of 
services, payments, or other agreed 

upon program objectives or 

instrument. 

Ketiga karakteristik 

pelaksanaan kebijakan tersebut 

menjelaskan bahwa pertama : 

organisasi merupakan penataan kembali 

terhadap sumberdaya-sumberdaya, 

unit-unit, dan metode-metode yang 

akan berpengaruh terhadap program; 

kedua: interpretasi berusaha 

menafsirkan supaya program menjadi 

rencana-rencana dapat diarahkan 

dengan tepat dan dimungkinkan 

diterima serta dilaksanakan; dan ketiga: 

penerapan merupakan aturan rutin dari 

pelayanan, pembayaran, atau lain-

lainya yang disesuaikan dengan tujuan 

atau instrumen program.  

Kerangkan model ini sebagai 

pemikiran Johes, yang mengambarkan 

bagaimana mudahnya mendefinisikan 

suatu kebijakan di atas kertas terhadap 

disain suatu program tetapi dalam 

penerapanya tidak sesederhana itu, 

sehingga pada penerapanya terkadang 

tidak terdefinisikan secara baik. 

Olehnya keberhasilan dari implementor 

didalam mengimplementasikan 

kebijakan yang ada akan sangat 

tergantung dari kemampuan mereka 

didalam  tiga kegiatan ini yaitu 

organization, interpretation dan 

application kebijakan yang ada.  

 

Tinjauan Tentang Program Bantuan 

Langsung Tunai 

Menurut Wynandin Imawan 

(2008:8) Program Bantuan Langsung 

Tunai merupakan salah satu program 

penanggulangan kemiskinan yang 

dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari 

sekian banyak program penanggulangan 

kemiskinan yang terbagi menjadi tiga 

klaster. Program Bantuan Langsung 
Tunai masuk dalam klaster I, yaitu 

Program Bantuan dan Perlindungan 

Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah 

Program Beras Miskin (Raskin), 

Program Keluarga Harapan (PKH), 

Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas), dan Program 

Bea Siswa. Menurut Wynandin Imawan 

(2008:9) selain melaksanakan klaster I, 

Pemerintah Indonesia juga 

melaksanakan program pengentasan 

kemiskinan lainnya yang termasuk 

dalam klaster II yaitu Program 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). 

Termasuk dalam klaster II ini adalah 

PNPM Pedesaan (PPK), PNPM 

Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur 

Pedesaan (PPIP), PNPM Kelautan 

(PEMP), dan PNPM Agribisnis 

(PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu 

Program Pemberdayaan Usaha 

Menengah Kecil (UMK), termasuk di 

dalamnya Program Kredit UMKM, dan 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Program bantuan langsung tunai 

(BLT) merupakan sebuah kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah yang 

memiliki tujuan dan alasan tertentu. 

Program tersebut muncul sebagai 

manifestasi adanya tindakan dari 

pemerintah yang berisikan nilai-nilai 

tertentu, yang ditujukan untuk 

memecahkan persoalan publik dengan 
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memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia . Persoalan publik yang 

dimaksud adalah persoalan kemiskinan. 

Secara umum kemiskinan adalah 

bilamana masyarakat berada pada suatu 

kondisi yang serba terbatas, baik dalam 

aksesibilitas pada faktor produksi, 

peluang/kesempatan berusaha, 

pendidikan, fasilitas hidup lainnya. 

Program Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) dilatar belakangi upaya 

mempertahankan tingkat konsumsi 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai 
akibat adanya pandemic yang 

berdampak akan perekonomian 

masyarakat terutama masyarakat miskin 

yng terkena dampak. Tujuan BLT 

adalah : 

1. Membantu masyarakat miskin agar 

tetap dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya. 

2. Mencegah penurunan taraf 

kesejahteraan masyarakat miskin 

akibat kesulitan ekonomi. 

3. Meningkatkan tanggung jawab sosial 

bersama. 

Tentunya peran pemerintah sangat 

diperlukan dalam suatu perekonomian . 

Peran yang diharapkan adalah sebuah 

peran positif yang berupa kewajiban 

moral untuk membantu mewujudkan 

kesejahteraan semua orang dengan 

menjamin keseimbangan antara 

kepentingan privat dan sosial; 

memelihara roda perekonomian pada 

jalur yang benar. Dana desa sebesar 

yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 

31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu 

sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT 

bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) 

yang terdampak Covid-19 yang 

diserahkan oleh Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. 

Masing-masing akan 

mendapatkan Rp600 ribu selama tiga 

bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga 

total menjadi Rp1,8 juta.alokasi 

pemberian BLT itu dibagi dalam tiga 

tingkatan dengan merujuk pada besaran 

Dana Desa. 

1. Desa yang miliki Dana Desa kurang 

Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 

persen; 

2. Desa yang miliki Dana Desa Rp800 

juta – Rp1,2 Miliar, BLT 

dialokasikan 30 persen; 

3. Desa yang miliki Dana Desa diatas 

Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 

persen.  

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini akan menggunakan 

metode kualitatif, yaitu suatu penelitian 

kontekstual yang menjadikan manusia 

sebagai instrumen, dan disesuaikan 

dengan situasi yang wajar dalam 

kaitannya dengan pengumpulan data 

yang pada umumnya bersifat kualitatif.  

Subyek pada penelitian ini 

adalah para aparat pemerintah desa 

Tokin Baru, dalam hal ini adalah kepala 

desa beserta dengan aparat desa dan 

masyarakat desa. Dengan menggunakan 

metode Purpusive Sampling, maka 

informan yang akan dipilih adalah 

orang-orang yang diharapkan memiliki 

pengetahuan, pengalaman, dan 

kompetensi terhadap maslah-masalah 

yang akan diteliti. Oleh karena itu 

informan yang akan dipilih adalah: 

1. 1 orang Kepala desa  

2. 1 orang Ketua BPD  

3. 2 orang Perangkat desa  

4. 3 orang Masyarakat  

Setelah menguraikan beberapa 

konsep dalam hal yang berhubungan 

dengankegiatan penelitian ini, maka 

untuk mempermudah dalam mencapai 

tujuan penelitian, maka peneliti 

menetapkan suatu focus dalam 

penelitian mengenai implementasi 

bantuan langsung tunai dana desa tahun 
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2020 di Desa Tokin Barudengan 

menggunakan teori dari Jones tentang 

indicator keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan. Dalam penelitian ini 

menggunakan 3 indikator yakni : 

1. Organisation (organisasi) 

2. Interpretation (Interpretasi) 

3. Aplication (aplikasi/penerapan) 

 

Hasil Penelitian 

Setiap kebijakan yang dibuat 

diarahkan untuk membawa perubahan 

dan pengaturan terhadap kepentingan-
kepentingan publik agar lebih teratur 

dan terarah, dalam proses implementasi 

kebijakan banyak kendala, hambatan, 

tantangan yang dihadapi oleh 

implementator kebijakan tersebut, sisi 

lain dari masalah kebijakan dan 

mencapai tujuan program dalam 

lingkungan tertentu adalah responsitas. 

Idealnya, institusi publik seperti 

birokrasi harus responsif terhadap 

kebutuhan yang paling memadai bagi 

mereka untuk melayani mereka. Selain 

itu, tanpa responsitas yang cukup 

selama pelaksanaan, pejabat publik 

yang kehilangan informasi untuk 

mengevaluasi pencapaian program dan 

dukungan dapat berarti bahwa tujuan 

kebijakan tidak tercapai karena 

intervensi dari individu-individu atau 

kelompok yang sama, baik dalam 

rangka memperoleh spesifik jenis 

barang dan jasa dalam jumlah yang 

lebih besar atau untuk menghalangi 

pemenuhan program tertentu yang tidak 

dapat diterima oleh mereka sebagai 

menguntungkan 

1. Organisasi 

Secara organisasi Mekanisme dan 

Alur Pendataan Calon Penerima BLT-

Dana Desa,  Desa dapat menentukan 

sendiri siapa calon penerima BLT-Dana 

Desa selama mengikuti kriteria yang 

ditetapkan, melaksanakan pendataan 

secara transparan dan adil serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Desa dapat menggunakan data desa 

sebagai acuan, serta menggunakan 

DTKS sebagai referensi penerima PKH, 

BPNT, serta data Dinas 

Ketenagakerjaan untuk identifikasi 

penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika 

data penerima JPS tersebut tidak 

tersedia, maka desa bisa menggunakan 

data rekapitulasi penerima bantuan dari 

pendamping program jaring pengaman 

sosial. Berikut adalah mekanisme 
pendataan keluarga miskin dan rentan 

calon penerima BLT-Dana Desa serta 

penetapan hasil pendataannya:  

Proses Pendataan  

1.  Perangkat Desa menyiapkan data 

desa yang mencakup profil penduduk 

desa berdasarkan usia, kesejahteraan, 

pendidikan, kesehatan, dan 

disabilitas.  

2.  Kepala Desa membentuk dan 

memberikan surat tugas kepada 

Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas 

COVID-19 untuk melakukan 

pendataan keluarga miskin calon 

penerima BLT-Dana Desa.  

3.  Jumlah pendata minimal 3 orang dan 

jika lebih harus berjumlah ganjil.  

4.  Melakukan pendataan di tingkat 

Rukun Tetangga (RT) atau Rukun 

Warga (RW) dengan menggunakan 

formulir pendataan pada Lampiran 2, 

atau di tingkat dusun dengan 

menggunakan aplikasi Desa 

Melawan COVID-19. Seluruh 

kegiatan pendataan harus 

memperhatikan protokol kesehatan. 

Proses Konsolidasi dan Verifikasi  

1.  Relawan Desa dan/atau Gugus tugas 

COVID-19 menghimpun hasil 

pendataan dari RT, RW atau dusun 

dan melakukan verifikasi serta 

tabulasi data. Dalam proses verifikasi 
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syarat penerima BLTDana Desa, hal 

yang dilakukan adalah:  

a) Keluarga miskin penerima PKH 

atau penerima BPNT dikeluarkan 

dari daftar calon penerima BLT-

Dana Desa. Data penerima 

bantuan PKH dan BPNT ada 

dalam DTKS yang bisa didapat 

dari Dinas Sosial kabupaten/kota 

atau dari Pendamping PKH.  

b) Keluarga miskin penerima Kartu 

Prakerja dikeluarkan dari daftar 

calon penerima BLTDana Desa. 
Data penerima kartu tersebut bisa 

didapatkan dari Dinas 

Ketenagakerjaan kabupaten/kota.  

c) Mengidentifikasi keluarga miskin 

dan rentan untuk diprioritaskan 

menjadi penerima BLTDana 

Desa.  

d) Melakukan verifikasi status 

kependudukan calon penerima 

BLT-Dana Desa berdasarkan data 

administrasi kependudukan 

(adminduk) yang dimiliki oleh 

desa atau dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil (Dinas Dukcapil) 

kabupaten/kota. 

2. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas 

COVID-19 memastikan keluarga 

miskin dan rentan seperti perempuan 

kepala keluarga, warga lanjut usia, 

penyandang disabilitas menjadi 

prioritas/ tidak boleh terlewat.  

3. Setiap melakukan verifikasi keluarga 

miskin dan mengidentifikasi keluarga 

miskin dan rentan, Relawan Desa 

dan/atau Gugus Tugas COVID-19 

perlu mengambil foto dan 

mencantumkan lokasi tempat 

tinggalnya secara manual dan digital 

(share location) jika memungkinkan.  

4. Bila ditemukan keluarga miskin 

calon penerima BLT-Dana Desa yang 

tidak memiliki Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), petugas 

pendata mencatat dan 

memberikannya kepada kasi 

pemerintahan atau petugas khusus di 

desa, untuk selanjutnya dibuatkan 

Surat Keterangan Domisili. Calon 

penerima BLT-Dana Desa yang 

hanya memiliki surat keterangan 

tersebut kemudian dicatat dan 

diinformasikan ke petugas adminduk 

di desa jika ada, atau ke kecamatan 

atau langsung ke Dinas Dukcapil 

untuk mendapatkan layanan 
adminduk. 

5. Hasil verifikasi dan pendataan baru 

disampaikan oleh Relawan Desa 

dan/atau Gugus Tugas COVID-19 

kepada Kepala Desa.  

Daftar calon penerima BLT-Dana 

Desa dilaporkan dan disahkan oleh 

Bupati/Wali Kota, atau dapat 

diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran 

bulan ke dua, desa harus memastikan 

bahwa data penerima BLT-Dana Desa 

harus sudah disahkan. 

 

2. Interpretasi Kebijakan 
Penyaluran BLT Dana Desa diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) nomor 222 tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Dana Desa. Aturan lainnya 

adalah Permendesa PDTT 13 tahun 

2020 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa. Besaran BLT Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebesar Rp 300.000 (tiga 

ratus ribu Rupiah) untuk bulan pertama 

sampai dengan bulan kedua belas per 

keluarga penerima manfaat, pasal 39 

terkait besaran BLT Dana Desa. 

PMK 222/2020 menyatakan, 

pemerintah desa wajib menganggarkan 

dan melaksanakan BLT Dana Desa 

sebagai jaring pengaman sosial. Aturan 

juga menetapkan syarat penerima BLT 

https://www.detik.com/tag/blt-dana-desa
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Dana Desa yang kerap disebut BLT 

Desa. 

- Syarat mendapatkan BLT Dana Desa: 

1.  Keluarga miskin atau tidak mampu 

yang berdomisili di desa 

bersangkutan 

2. Tidak termasuk dalam penerima 

Program Keluarga Harapan (PKH), 

Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, 

Bantuan Sosial Tunai (BST) dan 

bansos pemerintah lainnya 

3.  Memiliki Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) 
4. Jika penerima bantuan adalah petani 

maka BLT Dana Desa dapat 

digunakan untuk membeli pupuk 

5.  Rincian Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) berdasarkan keluarga 

pekerjaan ditetapkan dengan 

peraturan kepala desa 

6. Pendataan KPM BLT Dana 

Desa mempertimbangkan Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) dan Kementerian Sosial. 

- Cara mendapatkan BLT Dana Desa: 

1. Telah dicatat relawan desa yang 

memiliki surat tugas dari Kepala 

Desa 

2.  Jumlah pendata minimal tiga atau 

lebih dalam bilangan ganjil 

3.  Pencatatan dilakukan pada tingkat 

Rukun Tetangga (RT) 

4.  Yang dimaksud keluarga miskin dan 

berhak atas BLT Dana Desa adalah 

yang memenuhi minimal 9 dari 14 

kriteria dari Kemensos 

5. Segala aktifitas dari petugas pencatat 

harus dilaporkan kepada Ketua 

Relawan Desa Lawan COVID-19. 

6. Dokumen hasil pendataan dibahas 

dalam forum Musyawarah Desa 

Khusus (Musdesus) untuk validasi, 

finalisasi, dan penetapan data 

penerima BLT Dana Desa 

7. Dokumen dituangkan dalam berita 

acara yang ditandatangani Kepala 

Desa dan perwakilan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

8. Dokumen selanjutnya disampaikan 

pada Bupati atau Wali Kota, yang 

dapat didelegasikan pada Camat 

untuk mendapat pengesahan 

9. Kepala Desa kemudian 

menyampaikan surat pemberitahuan 

pada penerima BLT Dana Desa, serta 

melaporkan rekap data penyaluran 

pada Pemerintah Kabupaten atau 

Kota. 

 

3. Aplikasi Kebijakan 

Aplikasi suatu kebijakan publik 

merupakan faktor menentukan 

implementasi kebijakan publik. 

Pelaksanaan pekerjaan yang meliputi 

penyediaan atau penyesuaian terhadap 

tujuan program dan perangkatnya. 

Implementasi kebijakan yang akan 

dilaksanakan dengan pengerahan segala 

sumber daya melalui aplikasi ini 

diharapkan akan muncul respon dari 

dari kelompok masyarakat apakali 

menerima atau menolak hasil kebijakan 

tersebut. 

Dalam rangka memastikan 

aplikasi kebijakan yakni dalam 

penyaluran Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa, pemerintah pusat telah 

mengeluarkan mekanisme serta tugas 

dari masing-masing tingkatan 

pemerintah dari pemerintah pusat 

sampai yang ada di daerah. Untuk 

menjalankan proses penyaluran BLT-

Dana Desa ini perlu dilakukan 

koordinasi lintas sektor maupun lintas 

tingkatan pemerintahan yang baik. 

Berikut ini adalah koordinasi dan 

pembagian tugas serta kewenangan 

dalam pembinaan dan pengawasan 

pendataan calon penerima BLT-Dana 

Desa.  

a. Pemerintah Pusat  

https://www.detik.com/tag/blt-dana-desa
https://www.detik.com/tag/blt-dana-desa?_ga=2.256824962.869094398.1612755374-2128491149.1589338488
https://www.detik.com/tag/blt-dana-desa?_ga=2.256824962.869094398.1612755374-2128491149.1589338488
https://www.detik.com/tag/blt-dana-desa
https://www.detik.com/tag/blt-dana-desa
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1. Melaksanakan koordinasi dan 

memberikan arahan kebijakan 

pelaksanaan pendataan calon 

penerima BLT-Dana Desa.  

2. Melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan 

pendataan calon penerima BLT-

Dana Desa.  

b. Pemerintah Daerah Provinsi  

1. Melakukan pemantauan, 

pembinaan, dan pengawasan 

pelaksanaan kegiatan terkait 

pendataan BLT-Dana Desa 
melalui:  

-  Peningkatan kapasitas dan 

bimbingan teknis kepada Dinas 

PMD kabupaten/ kota, 

kecamatan (Camat, Pembina 

Teknis Pemerintahan Desa atau 

PTPD dan Pendamping Desa) 

serta pemerintah desa/ BPD; 

dan  

-  Pemantauan, pembinaan dan 

pengawasan langsung terhadap 

pelaksanaan BLT-Dana Desa. 

2. Memetakan ketersediaan bantuan 

sosial dan jaring pengaman baik 

yang berasal dari pemerintah 

pusat dan daerah serta mengatur 

jumlah target sasaran serta waktu 

penyalurannya. 

Dengan membaca hasil pendataan 

desa yang diverifikasi oleh 

pemerintah daerah kabupaten/ kota, 

pemerintah daerah provinsi dapat 

menentukan jumlah sasaran 

bantuan sosial provinsi yang belum 

dapat dipenuhi oleh BLT-Dana 

Desa, bantuan sosial 

kabupaten/kota dan pemerintah 

pusat. 

c. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

1. Bupati/Wali Kota mengarahkan 

koordinasi antar dinas terkait, 

khususnya Dinas Sosial, Dinas 

PMD, Camat, dan Kepala Desa 

dalam pemanfaatan DTKS sesuai 

dengan Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial.  

2. Bupati/Wali Kota mengarahkan 

koordinasi antar dinas terkait, 

khususnya Dinas Sosial dan 

Dinas Dukcapil dalam proses 

pemutakhiran NIK pada DTKS 

sesuai dengan arahan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dan Surat Edaran Kementerian 
Sosial.  

3.  Bupati/Wali Kota bersama 

dengan Bappeda, Dinas Sosial 

dan instansi terkait berkoordinasi 

dengan provinsi terkait jumlah 

target sasaran dan waktu 

penyaluran berbagai bantuan 

sosial yang ada di daerahnya 

(memastikan tidak adanya 

tumpang tindih data dan 

penerima BLT-Dana Desa dan 

bantuan sosial lainnya).  

4. Bupati/Wali Kota 

menyebarluaskan informasi 

pendataan penerima BLT-Dana 

Desa dan melakukan pengawasan 

pendataan calon penerima BLT-

Dana Desa. 

5. Bupati/Wali Kota melibatkan 

organisasi masyarakat sipil untuk 

aktif memfasilitasi dan/ atau 

mengawasi pelaksanaan BLT-

Dana Desa.  

6. Dinas PMD dan dinas terkait 

lainnya melakukan peningkatan 

kapasitas dan/atau memberikan 

bantuan teknis kepada kecamatan 

(Camat, PTPD dan Pendamping 

Desa) dan pemerintah desa/BPD 

terkait pendataan calon penerima 

BLT-Dana Desa.  

7. Jika memungkinkan, Dinas Sosial 

bekerja sama dengan desa 
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melakukan verifikasi dan validasi 

secara cepat dengan melibatkan 

Pusat Kesejahteraan Sosial 

(Puskesos) serta potensi dan 

sumber kesejahteraan sosial di 

kecamatan. Proses pendataan 

DTKS di kabupaten/kota 

mengikuti Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial.  

8. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil menyediakan 
data penduduk berdasarkan NIK 

kepada Bappeda dan desa untuk 

dibandingkan dengan DTKS.  

9. Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) secara 

berjenjang memastikan agar 

pelaksanaan penanggulangan 

COVID-19 melalui APB Desa 

(secara keseluruhan), dan secara 

khusus pendataan calon penerima 

BLT-Dana Desa dilakukan secara 

efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel. 

d. Kecamatan 

1.  Membantu Bupati/Wali Kota 

melakukan verifikasi daftar 

usulan kepala keluarga miskin 

dan rentan calon penerima BLT-

Dana Desa yang diusulkan 

Kepala Desa.  

2.  Camat memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaan 

pendataan calon penerima BLT-

Dana Desa.  

3. Tim kecamatan (Camat, PTPD 

dan Pendamping Desa) 

memfasilitasi, mendampingi dan 

membimbing pemerintah desa 

dan atau Relawan Desa dan/atau 

Gugus Tugas COVID-19 

melakukan percepatan 

pendataan dan penyaluran BLT-

Dana Desa. 

 
Kesimpulan 

1. Secara organisasi kebijakan 

penyaluran bantuan langsung tunia 

merupakan kebijakan dari 

pemerintah pusat yang pada tahapan 

penerapannya oleh pemerintah desa. 

Tujuan BLT dana desa ini untuk 

penanganan dampak covid 19 

khususnya dampak ekonomi, adapun 

mekanisme dan waktu yang 

ditetapkan, dalam ketepatan waktu 

pada penyaluran BLT Dana Desa di 

Desa Tokin Baru, peneliti 

menyimpulkan bahwa penyaluran 

BLT Dana Desa sudah tepat waktu 

dan mengikuti mekanisme yang ada. 

2. Pada tingkat interpretasi atau tingkat 

pemahaman pelaksana kebijakan 

yakni pemerintah desa, peneliti 

menyimpulkan bahwa telah ada 

prosedur yang harus diikuti oleh 

apara dan aparat pemerintah desa 

sudah bekerja sesuai dengan 

prosedur, dugaan nepotisme dalam 

penentuan penerima BLT Dana Desa 

tidak terbukti dilapangan dan peneliti 

menganggap hanya kurangnya 

informasi yang benar kepada 

masyarakat sehingga menimbulkan 

kesalahpahaman saja. 

3. Dari aspek aplikasi dilapangan, 

peneliti menyimpulkan bahwa 

pemberian bantuan langsung tunai 

dana desa di Desa Tokin Baru 

Kecamatan Motoling Timur sudah 

tepat sasaran. Hal tersebut didasari 

oleh pernyataan masyarakat yang 

merasakan langsung dampak BLT 

dan merupakan pelaku langsung di 

lapangan. 

 

Saran 

1. Untuk menjamin keberhasilan 

kebijakan bantuan langsung tunai 

dana desa di Desa Tokin baru, 
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disarankan kepada pemerintah desa 

agar, mempelajari dan patuh 

terhadap tahapan yang dikeluarkan. 

Kemampuan sumberdaya manusia 

juga penting sehingga disarankan 

agar Hukum Tua Desa Tokin Baru 

memberikan pelatihan mengenai 

penggunaan teknologi informasi 

dalam rangka mempercepat kerja 

mereka. 

2. Agar pemerinta desa mampu 

menentukan pilihan yang tepat 

terutama pada penentuan layak atau 
tidak layak bagi masyarakat 

penerima bantuan nantinya, maka 

disarankan agar perangkat desa 

mengadakan sensus internal desa 

yang melihat kehidupan masing-

masing keluarga sehingga tidak 

terjadi kesalahan data penerima. 

3. Pada tingkatan aplikasi dilapangan 

guna mencapai ketepatan sasaran 

bagi penerima Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa, maka disarankan 

agar adanya pengawasan langsung 

oleh pemerintah kecamatan dan 

kabupaten di Desa-desa dan 

melakukan wawancara langsung 

dengan masyarakat desa, serta perlu 

adanya layanan pengaduan terpadu 

di tingkat kecamatan, agar dapat 

meminimalisir tindakan nepotisme 

di desa nantinya. 
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